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QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR: 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN [KAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Dengan Rahmat Allsh Yang Maha Esa

BUPAT| SIMEULUE

batwe dengan semakin meningvat don berkembangnya kegiatan ussha perfeanan
serta dslam upaya Untgk lebh tefaninoya muy hasil parkanan sekalgus
malindung; saha melyan leadisionel, perio adamya pengaiuren keglatan
pelelangan ikan.

bahwia dalsm kegizten usaha perkanan, Pemerintah Daorah menpadakan
pembinaan, oenyuluhan, bimbingee: taknis. dan pengawazan ferhadap keglaian
pelelzngan ien, sehingoa produksl perikanan dan kasejaieraan neleyan dapat
Iebih ditingkatkan.

ahwa uniuk madsud lersebut dalam point a dan b perlu giatur defam suatu anum,

Undang-Undarg Momor B Tahun 1884, tentang Hutum Acara Fldana (Lemberan
Magara Tahun 1981 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3203);
Undang-Urdang, Nomer 48 Tahun 1999 tantang perrbentukan Kabupaten Bireun
dan Kahupaten Simeulue {embaran Negara Tahun 1998 Nomer 176, Tamahahan
Lambaran Nagera Homor 3857,

. UndangUndang Namar 3¢ Tehen 2000 tantang Paribahan aias Undang-Undang

Momer 18 Tahun 1357 tentang Pajak Dasrah dan Refribusi Dasrsh (Lembaran
MNegara Tahur 2000 Nomar 246, Tamabahan Lembaran Negara Nornor 4048);
Undang-Undeng Momer 18 Tehun 2001 tentang Otanomi Khusss Bagl Provinsi
Dacrah istmewa Aceh sebagal Provinsi Nanggroe Aoch Dasusselam (Lembaran
Megara Tahun 200¢ Nomar 114, Tamatanan Lembaran Negara Nomer 4134}

. UndangUndang homor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Feraturan

Perundang-undangan [Lentbaran Megara Tahun 2004 Momor 53, Tamabshan
Lembaran Negara Nomor 4385):

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, fentang Perikanan; ({Lemberan Negara
Tahan 2004 Nomar 118 , Tambahan Lembiaran Negara Nomor 43); ’
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Tahun 3004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Nomar A457);



o

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004, fentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerinteh Pusal den Dasrah {Lembaran Negara Tahun 2004 Momor 126,
“Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nemor 27 Tahun 1563 lentang Pelaksanaan Undang-
Undang Noror 8 Tahun 1981 lentang Hulwr Aara Pidana {Lembaran Negera
Tahun 1583 Momor B, Tamehahan Lembaran Negara Nomor 3258];

. Peraturan Peerintah Nomar 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan Pemerinteh
dan Kewenangan Provinal sahaga Daereh Ctonom (Lembaran Negara Tahum 2000
Momer 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3852);

Preraluran Pemersitan Nomos 20 Tahun 2001 tentang pembingen dan Pangawasan
a5 Ponyelenggeraan Pemerinteh Dacrah {Lembaran Nagara Tahun 2001 Nomor
1, Tamabahan Lomberan Negara Kiomor 4850,

2. Parzturan Femedintah Komor 55 Tabun 2001 tentang Retribusi Dzerah {Lembaran
Megara Tahun 2001 Nomor 149, Tamabahan Lembaran Megara Nomor 4138);

. Keputusan Wealer’ Dalsm Wagari Nomor 4 Tahun 1857 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil l Lingkungen Pameriniah Daerah;
Qanun Provinst Manggros Aceh Darussalam Momor 18 Tahun 2002 tentang
Refribus| Pasar Greslr Panyelenggaraan Pelelengan lizn {Lembaran Deerah
Proviest Nanggroe Aceh Darusssiam Tahun 2002 Nomor 62 SERI € Nomor 2,
Tamabahan Lemberan Dasrah Provinsi Nanggroe Aceh Danussslam Nomor 13),
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Tengan Perselliiian Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
MEMJTUSIAN

Manetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
IKAN DALA KABUPATEN SIMEULUE.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasol 1

Dalam Ganun ki yang dimassud dengan :

Dagrah adalzh Jaerah Kebupaten Simeulue.

Pemerintsh Dasran adalah Pemerintah Kabupatan Simeulue

Bupat Simeutus adalah Supal Kabupaler Simeulue

Wakil Bupati adalah Wail Bupali Simeuius.

Dewen Perwsidlan Rakyst Cacreh edalan Dewan Pemwakian Rakyet Dasrah Kabupalen
Simeulue,

Dings Kelautan dan Perikanan adsah Dinas Kelautan dar Perikenan Kabupaten Simeulue
Tempat Pelelangan kan (TP)) adalah wmpat yang cisedlakan untuk penyelenggaraan
pelelangan ikan den hasil peraian yang dilaksanakan cleh organisasi nelayan maupun badan
hukum fainnya

elayan adslan satigp orang yang penghidupennys balk sebagian maupun seluruhnya
didazarkan alas hasil penangkapan ikan

Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya sebeglan atau seluruhnys bersumber
cari budidaya ikan

Ikan adalzh segala oranisme yang sebagien meaupun ssfuruhnya sidus hiduanya berada
dalam perairan;
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k. Hasil laus lainnya adelsh sogala jenis binatang dan lumbuh-tumbuhen et fainya;
I Polelangan adalah setiep jusl bell hasil laut lainnya atau transeksi jugl bed dari nelayan
epada penampungan hasii lauy;

m. Pelglangan ikan edalsh penjaalan ikan di dengar cara p eal;
n. lzin adaleh iz tempet p ikan dan pelelangen kan.
BABII
KETENTUAN PELELANGAN
pasel 2

(1) Semus hasil penangkapan ikan ! buddaya ikan dan hasil 'aut lalnnya datam suaty Dasrah,
dijual secara lelang dilempat pelelangan yang sudeh dieniukan

(2) Penjualan f pembelan ikan dan tasi porairan leinya olehidan nefayan atau petani fkan pada
tempatiatnpal penampungan ikan, keramban den fangkahan alsu lempal-empal
pelelangan  Tainnya adalah kegiolan fual beli beraku aturan pelelzngan, dan hanis
memparoleh (zin darf pajabat yang bervenang .

Pasal 3

(1} Pelelangen ikan dan hasil perairan lainnya dapat diseienggarakan cleh Pemerintah Daerah
abuoaten Simeulus maugun organisasi relayan yeng berbeniuk heparasl, kelampok dan
parorangar,

(#) Tata cara penyelenggaraen pelalangan ikan dan hasil persiran kainnya akan diletapen
dengan Keouusan Bupati Smeulue,

BABN
KEWALIBAN MEMILIKI ZIN
Pasal 4

(1) Setlap pengadaan tenpat pelslangan ikan dan hosil peralran (2innys dan pesyslenggaraen
peleiangan harus mendapal izin dari Bupai stau peiabat yang ditunjuk.

{3 Izin yeny dmaksad pada ayal (1) passl i memberlkan hak dan wewenang kepada

[ zin dan sekaliqus

Syaral-syarat memperoish |zin Tempat Petelangan lkan dan hasil perairan afinya akan

ditetapkan dengan keputusan Bupali Simeutue.
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BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH LZIN

Pasal §

1) Unfuk memperolets 2In sebagaimana dimaksud pada pesel 4 apat (1) hanis disjukan secara
tartuiis olef pemahcn kepeda Bupafi malziui Dinas Kelautan dan Perieanan Kabupaten
Simeuiue.

(2} tzin sebagaimana dimaksud peda pasal 4 ayat (1) Qanun ] ditentukan oleh Dinzs Kelautan
den Pefikanan

{3) Izn sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayst (1) Persturan Dagreh ini tdak depat dipindahi
tanoankan kenada pihak lain, kecusii dengan persatuuan Bupati atau Dines Kelauten dan
Parikanan.



